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A PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190
Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id
Kupang — NTT 85228

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

NOMOR: W23-A/Z62- A/KP.01.2/1/2020
TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
NUSA TENGGARA TIMUR

KETUAPENGADILAN TINGGlI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

1.

1

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara perlu dibentuk satuan penyelenggaraan berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 151
A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung ;
Bahwa satuan tugas penyelenggaraan dimaksud ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 PerbendaharaaNegara (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah ( lembaran Negara Republik indonesia,
Nomor 4890 ) ;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi  Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005

4. Peraturan  Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris

Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI.

6. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/111/2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor
151A/KMA/SK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Daftar Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 W23-A/Z62 4/KP.01.2/1/2020
Tanggal : 15 Januari 2020

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM
SATUAN TUGAS
1 Drs. H. Ahsin Abdul Hamid S.H. Ketua Pembina
2 Drs. H. Abdullah., SH., M.H. Wakil Ketua Ketua
3 H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H. Panitera Wakil Ketua
a Bahrudin., AMd., S.H., M.H. Sekretaris Sekretaris
5 Juhni,, SH., M.H. Panmud Banding Anggota
6 Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H. Panmud Hukum Anggota
Anggota
7| Ali Amran, S.H., SHI, M.H, Kabag Umum dan
Anggota
Keuangan
Anggota
8 Adenan, S.H.,, M.H. Kabag Perencenaan
Anggota
dan Kepegawain
Anggota
9 Trimo., S.H., M.H. Kasubag Keuangan
dan Pelaporan
10 | Nurhayati Lepang Ama. S.Kom. Kasubag
Kepegawaian
11 | Fatimah Wadon, S.E. Kasubag TU & RT
12 | Siswanti, S.T Kasubag  Renprog
dan Anggaran

Drs\ H/Ahsin Abdul Hamid, S.H.
NtP.___.15570422.198503.1.004



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN Intern PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Pertama : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengandalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Satuan Tugas Penyelenggara SPIP bertugas untuk :

1. Melaksanakan seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sebagaimana di atur dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 151A/KMA/SK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung R;

2. Membuat laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah .

Ketiga : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabiladikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di- : Kupang

: 15 Januari 2020

Drs:H, Ahsin Abdul Hamid, S.H.
‘NIP. 19570422.198503.1.004
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SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : W23-A/954/PS.01/V/ISK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TINGG! PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH DAN

HAKIM TINGG! PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

a.

Bahwa dengan adanya mutasi dan penambahan Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan
ketentuan sebagaimana termakiub dalam Pasal 53 Undang Undang
Nomor 80 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
menentukan bahwa Ketua Pengadiian mengadakan pengawasan
antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera dan Jurusita;

.Bahwa di samping itu bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama juga

diharuskan melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di
Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana

tersebut di atas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana
tersebut dafam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor .
KMA/OO6/SK/V1HI/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil
Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama;

. Bahwa tata cara Pengawasan dan Evaiuasi atas hasii pengawasan

tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;

.Bahwa para Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagaimana tersebut

dalam daftar Jampiran keputusan ini dipandang mampu
melaksanakan tugas-tugas tersebut;

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI;

. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

. Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung RI Nomor

KMA/OOB/SK/V111/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil
Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tinakat Periama:



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan Yth. :

S. Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/0BO/SK/V1H1/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di Lingkungan {embaga Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/096/SK/X/2006
tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung jawab Pengadilan
Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam
melaksanakan tugas pengawasan;

7. Peraturan Mahkamah Agung R! Nomor 8 tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Mahkamah Agung
dan Badan Pengadilan Dibawahnya.

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :
1207/DJAMHK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang tugas-
tugas Hakim Tinggi di bidang Pembinaan dan Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR W23-A/ 954 /PS.01/V/SK/2019
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM TINGG! PEMBINAAN DAN
PENGAWAS DAERAH DAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur Nomor : W23-A/121/PS.01//SK/2019 tanggal 2
Januari 2019.

© Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran !
keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas
Daerah;

: Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran il
keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pengawas Bidang;

. Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasii Pengawaseannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Nusa. Tenggara Timur;

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan
ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan
kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Kupang

'Pada tanggeal 1 28 Mei 2018
| Ketua,

-

Drs-H BUSRA, SH., MH.
NIP. 18560624 1980031006

1. Sekretaris Mahkamah Agung R!;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri;
3. Koordinator Pengawasan PTA. Nusa Tenggara Timur;

4. Yang bersangkutan
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/084/PS 01//SK/2019

TENTANG
TANGGUNG JAWAB HAKIM TINGG! PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Menjaga agar pelaksanaan fugas lembaga peradilan sesual dengan rencanz dar
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengendalikan agar administrasi peradilan dikeiola secara ieriib sebagaimana mestiny:
dan aparat peradilan dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang melpu!
kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara, dan biaya perkara

tkut berpartisipasi akiif dalam peiaksanaan Program Prioritas Badan Peradilan Agama ¢
seluruh Pengadilan Agama di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Memonitoring Rapor Kinerja Penanganan Perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agam:
Nusa Tenggsara Timur.

lkut mensukseskan penerapan Zona integritas Menuju Witayah Bebas Korupsi dan Wilayal
Rirokrasi Bersih dan Melayani.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah serta pengewasan bidang sesut
dengen jadwal yeng ditentukan serta memantau fndak lanjut atas temuan has
pengawasan lersebut.

Memonitor pelaksanaan anggaran uniuk DIPA 01 dan DIPA 04 ager sesual denga
peruntukkannya serta terjadwal dan sesuai dengan jadwal yang teiah ditetapkan:
Memantau tingkat kedisiplinan pegawai seifing dengan adanya perubahan Budaya Kerja.
Memonitor pelaksanaan kegiatan kepegawaian yang berkaitan dengan kesejahteraa
pegawai dilaksanakan tepat wakiu.

Memantau ketertiban pelaporan LHKPN dan laporan Pajak bagi wajib lapor.

Memastikan data pada Aplikasi SIKEP, ABS juga website selaiu diupadate.

. Memastikan selurun administrasi yang berkaitan dengan sarana dan prasara sert

pemsliharannya beralan dengan baik.

Memastikannya alur surat masuk dan keluar terkontrol secara baik pada aplika:
persuratan.

Memantau pelaksanaan perencanaan anggara serta revisi anggaran sesuai denga
petuniuk dan peraturan yang ditetapkan.

- Kupang, 28 Mei 2019
- Ketua,

-—

_Bfs.H,BUSRA, 5.H., MH.
- NIP_ 195606241980031006



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGG! AGAMA NUEA TENGGARA
TIMUR
NOMOR : W23-A/954/PS.01/V/SK/2019

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM TINGG! PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH

3 i
PA NGKAT! |
| HATIBIN !
i AMAINIP COLRUAN | U AT AN y .
NO NAMA/NIF GO ; I JABATAN WASDA |
2 3 4 S
| Drs. Abd. Hakim, M.H.1, Pembina Wakil Ketua |Koordinator |
| 196108311987031003 Utama, V/e |
Dr. Hj. Hasnawaty Abdullat., S.H., M.H Pembina Hakim Tinggi | 1.PA Kupang
185807251989032002 Utama 2.PA Waingapu
Madya, IV/d 3.PA Waikabubak
1. PA Soe
Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. Pembina | Hakim Tinggi |2. PA Lewoleba
198005191983031001 Utama, iv/e 3. PA Kaiabahi
i
Pembina 1. PA Bajawa
Drs. H. Jeje Jaenudin., M.Si Utama Hakim Tinggi | 2. PA Ruteng
196705161985031003 Madya, 1v/d 3. PA Labuan Bajo
Pembina
Drs. H. Asep Saepudin M. Utama Hakim Tinggi |1. PA Maumere
195711111985121001 Madya, IVid 2. PA Larantuka
3. PA Ende |
Pembina
Drs. iskandar,, S.H Utama Hakim Tinggi | 1.PA Atambua
196012311987031054 Madya, iVid 2.PA Kefamenanu

Kupang, 28 Mei 2019
Ketua,

Drs. H. BUSRA, 8.H., M.H.
NiP. 195606241980031006

lf;
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LAMPIRAN 1l
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGG! AGAMA NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR - W23-A/084/28 01/V/SK/j201

Ty . ¥y R 0 £= L

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM TINGG! PENGAWAS BIDANG
PANGKAT/ HAKIM TINGGH
NC NAMA/NIP GOL.RUAN | JABATAN PENGAWAS
G ' BIDANG
1 2 3 e L
1. | Drs. Abd. Hakim, M.H.1. Pembina Wakil Ketua [Koordinator
196108311987031003 Utama, Ve
2. | Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah., S.H., M.H Pembina Hakim Tinggi [Tata Usaha dan
195907251989032002 Utama Rumah Tangga
Madya, IV/d
3. | Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. Pembina Hakim Tinggi | Administrasi
196005191989031001 Utama, Ve Perkara dan SiPP
Pembina
| 4. | Drs. H. Jeje Jaenudin., M.Si Utama | Hakim Tinggi | Keuangan dan
| 195705161985031003 Madya, V/d Pelaporan
Pembina
5. { Drs. H. Asep Saepudin M. Utama Hakim Tinggi | Rencana Program
195711111985121001 Madya, V/d dan Anggaran
Pembina
i 6. | Drs, iskandar., S.H Utama Hakim Tinggl | Kepegawaian dan
196012311987031054 Madya, IV/d Teknologi
Informasi

Kupang, 28 Mei 2019
Ketua,

2

tvarH BUSRA, 8., M.H.

NiP.185606241980031006



LAMPIRAN Hi
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/984/PS.01/V/SK/2019

TENTANG
STRUKTUR HAKIM TINGG! PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH

DAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG




__ LAPORAN HASIL PENGAWASAN

JAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG KEUANGAN DAN PELAPORAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 9 - 10 NOPEMBER 2019

OLEH :

DRS. H. JEJE JAENUDIN, M.S.1
NIP. 19570516.198503.1.001
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HASIL PENGAWASAN

HAKIM TINGGI PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN DAN PELAPORAN

TANGGAL 9 — 10 NOPEMBER 2019

A. Dasar Pelaksanaan.
1

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Nomor : W23-A/954/PS.01/V/SK/2019 Tanggal 28 Mei 2019 Tentang
Penunjukan Hakim Tinggi Pembinaan Dan Pengawasan Daerah dan Hakim
Tinggi Pengawas Bidang

Surat Tugas Pengawasan Nomor : W23-A/1602/PS.04/X11/2019 tanggal 4

Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Penanggung Jawab Obyek Pemeriksaan.

1.

Ul L L

1.

Bahrudin, A.Md., SH., MH. Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
dan Barang

Ali Amran, SH., SHI.,, MH. Kabag. Umum dan Keuangan sebagai Pejabat
Per]lbuat Komitmen

Trimo, SH., MH. Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan sebagai
Penandatangan Surat Perintah Membayar

Hasyim Munaif Abu Askar, A.Md., S.Tr.Ak. sebagai Bendahara Pengeluaran
Ariyani Wari Doken, A.Md. sebagai Staf Pengelola PPABP

Achmad Horsan, A.Md. sebagai Staf Pengelola

Doni Kussulistianto Sitorus sebagai Staf Pengelola

. Materi Pemeriksaan

Pembuatan Buku Keuangan yang meliputi :

a. Buku Kas Umum, Buku Bantu (uang persediaan, Bank Pajak) telah dibuat
sesuai aturan dan tepat waktu kecuali Buku Pengawasan Kredit sudah
tidak ada (keterangan Bendahara Pengeluaran).

b. Pemeriksaan Buku Kas Umum sudah dibuat secara tertib dan sudah
mengikuti aplikasi sehingga tidak perlu diparaf lagi dan ketika buku
pembantu nihil (tidak ada nominal)maka otomatis tidak ada tanda
tangan Bendahara Pengeluaran & KPA. BAP & BKU sudah ditanda
tangani Bendahara Pengeluaran BAP sudah diteliti dan ditanda tangani
KPA.

c. Sidak oleh KPA sudah dilakukan

. 2. Manajemen Penelola Keuangan



Semua SK di Bidang Pengelolaan Keuangan sudah dibuat dan masih
berlaku, sedangkan Struktur Organisasi Pengelola Keuangan sudah dibuat
sesuai petunjuk dari Buku IV Pedoman Pengawasan dan Pembinaan.

. Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM sudah dibuat secara rutin dan

tepat waktu. Sedangkan SPP yang harus dikonsep dan diparaf bendahara
dan ditanda tangani PPK sudah tidak dilaksanakan lagi karena sudah
memakai aplikasi yang serba otomatis.

. Pengelolaan Keuangan / Penarikan Fisik meliputi :

a. Rekening Koran

b. Pencatatan semua Penerimaan dan penyelesaian

c. Pemeriksaan / Penelitian realisasi anggaran
Semuanya sudah dilaksanakan dengan tertib, sedangkan masalah jasa
giro tidak diberlakukan Iagi karena itu menjadi temuan BPK RI yang tidak
boleh ada jasa giro rekening lembaga.

. Laporan Pengadilan Tingkat Banding sudah dilaksanakan sesuai aturan dan

secara rutin dilaporkan, untuk laporan Keuangan periode Januari s/d
Nopember 2019 telah dijilid dengan rapi.

. Penyerapan Mata Anggaran DIPA 01 Per 30 Nopember 2019 masih ada

sisa lebih dari 50%, yakni :

a. Langganan PDAM 85, %

b. Pemeliharaan roda 2 53,11 %
¢. Pemeliharaan Gorden 83,44 %
d. Pemeliharaan genset 57,60 %

Bahkan ada yang masih sisa 100 % yakni :
a. Bahan bakar genset dengan nilai Rp. 500.000,-

. Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai Koordinator

Wilayah DIPA 01

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai Koordinator
Wilayah DIPA 01 sebanyak 34 peradilan di Nusa tenggara Timur (Pengadilan
Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan
Militer) terkadang ada kendala pada sering terjadi penggantian personel
petugas operator dari satuan kerja yang ada. Hal ini menjadi kendala dalam
pelaporan keuangan Koordinator Wilayah karena harus memberikan
penjelasan ulang terkait aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA kepada operator
yang baru.



Temuan

1. Kondisi :
Penyerapan anggaran DIPA 01 sampai 30 Nopember 2019 masih ada yang
tersisa lebih dari 50 % bahkan ada yang masih 100 %.

Kriteria :
Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelasanaan Anggaran dan Belanja Negara.

Sebab:

Diantaranya ada revisi anggaran untuk langganan PDAM dari Rp.
3.600.000,- menjadi Rp. 1.400.000,- dialihkan ke anggaran langganan air
4 tangki, tapi itupun tidak terserap secara maksimal karena Langganan air
.f PDAM tidak pernah digunakan/ air tidak pernah mengalir sehingga tagihan
: minim. Disamping itu anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda
2, pemeliharaén genset, pemeliharaan gorden serta bahan bakar genset
penyerapannya minim.
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Akibat :
Hal tersebut berpotensi adanya sisa anggaran yang cukup besar dan
berpotensi mendapat penilaian penyerapan anggaran yang negatif.

Rekomendasi

Agar dilaksanakan penyerapan anggaran semaksimal mungkin yang
proporsional mengingat sudah menginjak pada bulan kelima dari semester
Il dan pengalihan anggaran yang tidak terserap ke anggaran lain (PDAM ke
Air tangki).

Demikianlah hasil Pengawasan dan Pembinaan yang telah dilakukan
oleh Hatiwasbid (Hakim Tinggi Pengawas Bidang) Bidang Keuangan dan
Pelaporan semoga bermanfaat.

_ Kupang, 10 Nopember 2019
- E Hatiwasbid. Keuangan dan Pelaporan

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.| '
NIP. 1957051.198503.1.0




. LAPORAN HASIL PENGAWASAN (HATIWASBID)

. LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN REGULER
PAD A PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG KEPANITERAAN

&

TANGGAL 09 s/d 10 DESEMBER 2019

3 HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
_:-;' PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019



PADA PE

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

NGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PADA TANGGAL 09 s/d 10 DESEMBER 2019

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH HAKIM TINGG PENGAWAS
BIDANG (HATIWABID)

SIPP TINGKAT BANDING
1. '

Kondisi

Kriteria
Sebab

Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria
Sebab

Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria

Masih ada Perkara yang belum Masuk di SIPP Tingkat
Banding PTA NTT dari PA Kalabahi No.
56/Pdt.G/2017/PA.Kib, dan terdaftar di perkara Banding
PTA NTT No . 1/Pdt.G/2018/PTA.Kp.

Seharusnya Perkara Banding dari Tingkat Pertama
setelah di daftarkan dan di sinkronisasi maka akan
muncul pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT.

Aplikasi  SIPP Banding Belum sempurna dalam
menyampaikan data perkara permohonan banding dari
PA Pengaju.

Belum bisa di input dan di proses melalui SIPP Banding
PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang belum Masuk di SIPP Tingkat
Banding PTA NTT dari PA kalabahi No. 69/PdtG/
2017/PA.Klb, dan terdaftar di perkara Banding PTA NTT
No . 3/Pdt.G/2018/PTA.Kp.

Seharusnya Perkara Banding dari Tingkat Pertama
setelah di daftarkan dan di sinkronisasi maka akan
muncul pada SIPP Tingkat Banding PTANTT.

Aplikasi  SIPP Banding Belum sempurna dalam
menyampaikan data perkara permohonan banding dari
PA Pengaju.

Belum bisa di input dan di proses melalui SIPP Banding
PTANTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama
Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTANTT
dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
15/Pdt.G/2015/PA.Ed dan pada Register Banding No.
1/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan




Sebab
Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibat

Rekomendasi

pada menu register perkara banding

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama
Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama
Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT
dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
52/Pdt.G/2015/PA.Ed dan pada Register Banding No.
2/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan
pada menu register perkara banding

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama
Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama
Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT
dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
57/Pdt.G/2015/PA.Ed dan pada Register Banding No.
3/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan
pada menu register perkara banding

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama
Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama
Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT
dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
14/Pdt.G/2016/PA.Kp dan pada Register Banding No.
4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan
pada menu register perkara banding

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama
Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.



Ts

10.

Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria
Sebab
Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria

Sebab

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama
Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT
dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
8/Pdt.G/2018/PA.WGP dan pada Register Banding No.
4/Pdt.G/2018/PTA.Kp

Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan
pada menu register perkara banding

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama
Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama

R Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT

dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
58/Pdt.G/2018/PA.KIb dan pada Register Banding No.
6/Pdt.G/2018/PTA.Kp

Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan
pada menu register perkara banding

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama
Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama
Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT
dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
44/Pdt.G/2018/PA.KIb dan pada Register Banding No.
5/Pdt.G/2018/PTA.Kp '
Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan
pada menu register perkara banding '

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama
Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama
Pemohon Banding pada SIPP Tingkat Banding PTA NTT
dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
24/Pdt.G/2018/PA.WGP dan pada Register Banding No.
1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

Seharusnya data Nama Pemohon Banding di munculkan
pada menu register perkara banding

Aplikasi belum merekam dengan baik data nama



Akibat

Rekomendasi

Pemohon Banding dari PA pengaju

Data Nama Pemohon Banding kosong / tidak terisi pada
SIPP Banding PTA NTT.

Menghubungi dan menyampaikan kepada ADMIN
SATGAS SIPP MA RI berkaitan kendala yang di temukan
pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

Kupang 10 Desember 2019
Hakim Tinggi Pengawas Bidang,

i




LAPORAN HASIL
PENGAWASAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN IT
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT

Oleh:

Hakim Tinggi Pengawas
Bidang Kepegawaian dan IT

Drs. Iskandar, S.H.

Kupang, 11 Desember 2019




Hasil Pengawasan Bidang Kepeg dan IT PTA NTT

Berdasarkan SK Ketua PTA NTT Nomor W23-A/954/Ps.01/SK/2019 Tanggal 28 Mei
2019 tentang penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Surat tugas nomor W23-
A/1602/Ps.04/X11/2019 tanggal 4 Desember 2019, maka telah dilaksanakan pengawasan pada
tanggal 10-11 Desember 2019 khususnya bidang kepegawaian dan IT dan dari pengawasan
tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi

Ada 3 Pejabat Strukutral Eselon TV yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan,
Diklat PIM 1V, meskipun telah  diusulkan dengan surat nomor: W23-
A/1074/PP.O4/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yaitu: Kasubag Kepegawaian dan
IT, Kasubag Rencana Program dan Anggaran dan Kasubag Tata Usaha dan Rumah
Tangga "~

Kriteria

Setiap pegawai yang akan atau sedang menduduki jabatan struktural eselon harus
mengikuti diklat penjenjangan (eselon IV)

Sebab

Terbatasnya peserta yang dipanggil oleh Pusdiklat Mahakamah Agung untuk
mengikuti dikalt penj enjangan tersebut

Akibat

Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pejabat tersebut dalam menjalankan tugas

dalam jabatannya tersebut
Rekomendasi

Harus tetap diusulkan pejabat tersebut untuk mengikuti diklat penjenjangan sesuai
dengan eselon yang didudukinya atau akan diduduki oleh pejabat yang bersangkutan



2. Kondisi |
Apel pada hari senin pagi dan jumat sore, banyak pegawai, hakim dan tenaga

kerja honorer yang tidak tanda tangan apel dan bahkan tidak mengikuti apel

Kriteria

* Setiap Hakim, pegawai dan tenaga honorer harus ikut apel pada hari senin

pagi dan jumat sore dan harus menandatangani absen apel tersebut

Sebab

* Kurangnya ketegasan pimpinan dan tidak diterapkannya sanksi disiplin
terhadap pelanggaran tersebut

Akibat

* Banyak pegawai yang kurang disiplin ikut apel dan tanda tangan absen apel

Rekomendasi

* Perlu adanya ketegasan pimpinan dalam penegakkan sanksi terhadap
pelanggar

3. IT Kondisi

* Banyak menu di website yang kosong dan tidak update seperti pada menu
transparansi, renstra 2019 belum diinput, IKU, Perjanjian Kinerja, tidak bisa
dibukeyjuga pada layanan publik banyak data yang kosong

Kriteria
* Semua menu harus dapat dibuka, tidak ada yang kosong dan harus update

setiap saat

Sebab

* Tidak ada petugas khusus yang bertugas untuk mengotrol dan mengupdate dan
kasubag kepegawaian dan IT tidak senantiasa mengontrol menu yang ada di

website tersebut



Akibat

® Tujuan dari transparansi tidak tercapai karena banyak data yang tidak ada di-

website

Rekomendasi

* Harus ada satu orang yang selalyymengontrol dan mengupdate menu yang ada,
dan kasubag kepegawaian dan IT minimal sebulan sekali atau bahkan

seminggu sekali mengontrol website

‘Demikian laporan hasil pengawasan bidang Kepegawaian dan IT. Ini disampaikan

untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan yang akan datang,

Kupang, 11 Desember 2019
b Hakim Tinggi Pengawas Bidang

:61‘(., Iskandar, SH
Nip. 196012311987031054




LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
D1 PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 09 S.D 10 DESEMBER 2019

OLEH :

Drs. H. ASEP SAEPUDIN, M
NIP. 195711111985121001




LAPORAN HASIL PENGAWAS BIDANG
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

. Dasar Pelaksanaan Pengawas Bidang.

1. Surat Keputusan Ketua Pengadian Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-
A/954/PS.01/V/SK/2018, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi
Pengawas Bidang Tahun 2019,

. Penanggungjawab Objek Pemeriksaan.

1. Sekretaris

2. Kabag Umum dan Keuangan

3. Kasubag Keuangan dan Pelaporan

4. Kasubag Rencana Program dan Anggaran

. Ruang Lingkuﬁ Pengawas Bidang.
Ruang lingkup pengawasan bidang meliputi pelaksanaan administrasi perkantoran
pada bagian Rencana Program dan Anggaran.

. Tujuan Pengawasan Bidang.

1. Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah pada bagian Rencana Program dan
Anggaran telah melaksanakan Administrasi Umum / Kesekretariatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh bagian Rencana Program dan
Anggaran dalam pelaksanaan Administrasi Umum / Kesekretariatan.

3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi pada bagian Rencana
Program dan Anggaran. ’ '

- Metodologi Pengawasan Bidang.

Tim Pengawas bidang melakukan pengamatan dan pemeriksaan yang terkait dengan
administrasi umum / administrasi kesekretariatan pada bagian Rencana Program dan
Anggaran apakah sudah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang menyasar
kepada perancangan mata anggaran DIPA 01 dan 04 serta pemaksimalannya.




F. Jangka Waktu Pengawasan Bidang.
Sesuai dengan Surat Tugas Ketua Pengadian Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Nomor : W23-A/1642/PS.04/X11/2019, tanggal 04 Desember 2019 tentang Pelaksanaan
Pengawasan Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan, jangka waktu pelaksanaan
Pengawasan Bidang selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 09 sampai dengan 10
Desember 2019.

G. Hasil Pengawasan Bidang.

Beberapa hal yang menjadi temuan dalam pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana

diuraikan sebagai berikut :

1. Kondisi :
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 belum
dievaluasi.
Kriteria :
Seharusnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2018 dievaluasi setiap 6 (enam) bulan setiap tahunnya oleh Tim.
Sebab :
Belum dipedomaninya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Akibatnya : '
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 tidak
terevaluasi.
Rekomendasi :
Agar Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018
dievaluasi setiap 6 (enam) bulan setiap tahunnya oleh Tim.

2. Tentang temuan laporan bulanan realisasi anggaran bulan Juli telah dtindaklanjuti/diinput
dalam aplikasi e-monev anggaran.

H. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengawasan bidang pada bagian Rencana Program dan Anggaran
pada umumnya pelaksanaan administrasi kesekretariatan khususnya pada bagian rencana
program dan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dan tertib, namun masih terdapat
beberapa pelaksanaan administrasi yang belum dilakukan secara baik sehingga diperlukan

pembenahan agar terciptanya administrasi umum yang baik dan teratur.



1. Saran.
| Rekomendasi yang disampaikan Tim Pengawas bidang atas temuan pemeriksaan

sebagaimana dalam hasil temuan pemeriksaan kiranya ditindak-lanjuti sesuai isi rekomendasi

tersebut.

Kupang, 10 Desember 2019
Hakim Tinggi Pengawas Bidang

<’3"

Drs. H. Asep Saepudin, M
NIP. 195711111985121001
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LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 09 S.D 10 DESEMBER 2019

OLEH :

Drs. H. ASEP SAEPUDIN, M.S.Q
NIP. 195711111985121001
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LAPORAN HASIL PENGAWAS BIDANG
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

. Dasar Pelaksanaan Pengawas Bidang.

1. Surat Keputusan Ketua Pengadian Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-
A/954/PS.01/V/SK/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi
Pengawas Bidang Tahun 2019.

. Penanggungjawab Objek Pemeriksaan.

Sekretaris

N =

Kabag Umum dan Keuangan

o

Kasubag Keuangan dan Pelaporan

=

Kasubag Rencana Program dan Anggaran

. Ruang Lingkup Pengawas Bidang.

Ruang lingkup pengawasan bidang meliputi pelaksanaan administrasi perkantoran
pada bagian Rencana Program dan Anggaran.

. Tujuan Pengawasan Bidang. -

1. Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah pada bagian Rencana Program dan
Anggaran telah melaksanakan Administrasi Umum / Kesekretariatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh bagian Rencana Program dan
Anggaran dalam pelaksanaan Administrasi Umum / Kesekretariatan.

3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi pada bagian Rencana
Program dan Anggaran.

. Metodologi Pengawasan Bidang.

Tim Pengawas bidang melakukan pengamatan dan pemeriksaan yang terkait dengan
administrasi umum / administrasi kesekretariatan pada bagian Rencana Program dan
Anggaran apakah sudah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang menyasar
kepada perancangan mata anggaran DIPA 01 dan 04 serta pemaksimalannya.



LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
Dl PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 09 S.D 10 DESEMBER 2019

OLEH :

Drs. H. ASEP SAEPUDIN, M
NIP. 195711111985121001




F. Jangka Waktu Pengawasan Bidang.
Sesuai dengan Surat Tugas Ketua Pengadian Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Nomor @ W23-A/1642/PS.04/X11/2019, tanggal 04 Desember 2019 tentang Pelaksanaan
Pengawasan Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan, jangka waktu pelaksanaan
Pengawasan Bidang selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 09 sampai dengan 10
Desember 2019.

G. Hasil Pengawasan Bidang.
Beberapa hal yang menjadi temuan dalam pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana
diuraikan sebagai berikut :
1. Kondisi :
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 belum -

dievaluasi.
Kriteria :
Seharusnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2018 dievaluasi setiap 6 (enam) bulan setiap tahunnya oleh Tim.
Sebab :
Belum dipedomaninya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 20714
Akibatnya :
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 tidak
terevaluasi.
Rekomendasi :
Agar Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018
dievaluasi setiap 6 (enam) bulan setiap tahunnya oleh Tim.

2. Tentang temuan laporan bulanan realisasi anggaran bulan Juli telah dtindaklanjuti/diinput
dalam aplikasi e-monev anggaran.

. H. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengawasan bidang pada bagian Rencana Program dan Anggaran
pada umumnya pelaksanaan administrasi kesekretariatan khususnya pada bagian rencana
program dan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dan tertib, namun masih terdapat
beberapa pelaksanaan administrasi yang belum dilakukan secara baik sehingga diperiukan

pembenahan agar terciptanya administrasi umum yang baik dan teratur.




. Saran.

Rekomendasi yang disampaikan Tim Pengawas bidang atas temuan pemeriksaan
sebagaimana dalam hasil temuan pemeriksaan kiranya ditindak-lanjuti sesuai isi rekomendasi
tersebut.

Kupang, 10 Desember 2019
Hakim Tinggi Pengawas Bidang

<_7'3-

Drs. H. Asep Saepudin, M
NIP. 195711111985121001




HASIL PENGAWASAN REGULER
BIDANG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT
BULAN JULIS/D DESEMBER 2019




A. Dasar Pelaksanaan
Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Nusa Tenggara Timur No. W.23-A4/1602/F.5.04/X11 /2019,

e T e e

- B. Obyvek Pengawasan
, Objek Pengawasan pada bidang tata usaha dan rumah tangga meliputt:
1 1. Pengadaan dan pengelolaan barang
A 2. Persuratan
% 3. Perawatan dan pemeliharaan
B 4. Sarana dan prasarana
: 5. Perpustakaan
6. Keamanan

C. Waktu Pelaksanaan
. Kegiatan pengawasan bidang ini dimulai pada tanggal 9 sampal dengan

10 Desember 2019,

'D. Tempat Pelaksanaan
Kantor Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
1. Pengadaan dan Pengelolaan Barang
= Kondisi ; Pengadaan barang seperti belanja ATK dan alat rumah tangga
kantor untuk pendistribusiannya sesuai permintaan dan
kebutuhan yang dilakukan secara mendadak.

Kriteria: Setiap pengadaan barang seharusnya terencana dengan
menyesuaikan kebuatuhan riil barang untuk stok per minggu
atau per bulan.

Sebab : Petugas terkait belum membuat program pengadaan barang
untuk per minggu atau per bulan.

Akibat : Pengadaan barang tidak terencana sehingga untuk mengontrol
barang yang dibutuhkan tidak tertib dan efisien.

Rekomendasi : Seharusnya time schedule pengadaan barang tersusun

dengan baik sehingga tidak terjadi belanja mendadak.




2. Tata Persuratan

Kondisi

Kriteria
Sehah

Akibat

: Temuan Bawas sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi

kolom-kolom surat pada aplikasi

: Sudah ditambah kolom surat masulc dan surat keluar.

: Petugas IT sudah melaksanakan perintah tersebut dan sudah

diimplementasikan dalam aplikasi persuratan

: Setelah ada temuan dari tim Bawas Mahkama Agung sudah

terjadi peningkatan.

Rekomendasi : Dipertahankan dan diusahakan ada peningkatan dalam

Kondisi

Kriteria

Sebah

Akihat

tertib persuratan,

: Surat masuk dan surat keluar per hulan tidak diketahui

berapa jumlahnya karena tidak direkap petugas terkait.

: Seharusnya setiap bulan dapat diketahui berapa jumlah surat

masuk dan surat keluar

: Sebab Petugas terkait tidak mendapat petunjuk dan

pengarahan dari atasannya.

: Petugas terkait tidak menjumlah berapa surat masuk dan

keluar setiap bulan,

Rekomendasi : Agar tertib administrasi persuratan setiap bulan

Kondisi

Kriteria

Sehab
Akibat

tercatat berapa jumlah surat masuk dan surat keluar.

: Petugas persuratan mempunyai SK ganda, Rangkap jabatan

disatu sisi sebagai Bendahara PNBP dan sebagai petugas

persuratan

: Seharusnya petugas cukup satu SK agar focus atas tupoksi

yang ada sehingga dengan SK ganda dan rangkap jahatan
tersebut tidak maksimal bekerja dalam 2 jabatan secara

bersamaan.

: Tenaga sangat terbatas.

: Terjadi rangkap jabatan dengan SK ganda.

Rekomendasi : Segera dilepas satu jabatan sehingga SK cukup satu.

e



3. Perawatan dan Pemelibaraan

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Perawatan dan pemeliharaan kendaraan, AC dan laptop
sudah terencana dalam setahun, namun untuk pemeliharaan
gedung, seperti pengecatan kantor belum menyeluruh
secara total, masih tambal sulam.

Seharusnya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor
terporgram dengan baik dalam setabun sesuai budget yang
ada.

Pimpinan terkait kurang fokus terhadap pemeliharaan
gedung kantor. '
Gedung nampak dari luar terawatt namun dan pada
dasarnya gedung tidak terawat, pengecatan tidak merata
terkesan tambal sulam sehingga kesan bangunan kantor

tidak terawat

. Rekomendasi : Seharusnya pimpinan terkait member arahan-arahan

perawatan gedung, ruangan dli,

Kondisi Tempat sampah tidak teralas, tidak dilapisi dengan plastik
sampah,

Kriteria Seharusnya tempat atau tong sampah dialas dengan plastik
sampah untuk memudahkan petugas kebersihan.

Sebab Sebab petugas kebersihan tidak mengetahui dan juga plastik
sampah tidak tersedia.

Akibat Tempat sampah setiap saat kotor dan berbau tidak sedap.

Rekomendasi : Pimpinan terkait menyediakan plastik sampah

sekaligus membimbing cara membersihkan tempat

sampah.

4, Saranadan Prasarana

Kondisi

Kriteria

Banyak alat-alat kantor khusus meubel (furnitur) yang
sudah tidak layak pakai masih terpajang dalam ruangan,
seperti: kursi, meja, lemari dan lain-lain.

Sarana meubelair diprogramkan dengan baik untuk diganti

secara bertahap.




Sebab : Petugas terkait kurang peduli dan tetap merasa nyaman
dengan kondisi mobiler yang tidak layak pakai.

Akibat : Pemandangan tidak nyaman terpapar di ruang kantor.

Rekomendasi : Segera diusulkan penghapusan barang mobil yang tidak

layak pakal.

5. Administrasi Perpustakaan

= Kondisi : Ditemukan buku perpustakaan yang belum dicatal dalam
aplikasi (Katalog) dan belum ditata dalam rak.

Kriteria : Seharusnya sesual SOP semua buku-buku baik yang lama
dan yang baru harus tercatat dalam aplikasi dan ditata
dalam rak.

Kondisi : Tata tertib perpustakaan sudah dibuat tetapi belum
sempurna.

Kriteria : Tata tertib lebih disempurnakan dengan memuat sanksi
tertentu bagi yang melanggar larangan membawa keluar
buku tanpa proses administrasi dan sebagainya.

6. Keamanan

=  Kondisi : Satpam dan security masih campur dan menyatu; pakaian
satpam belum tertib tidak memakal putih biru sepert
seragam satpam pada umumnya, Satpam belum ikut
pelatihan tentang keamanan.

Kriteria : Petugas satpam dengan security berbeda tupoksi.
Seharusnya satpam dan security ikut pelatthan untuk
memperaleh sertifikat.

Sebab : Satpam dan security sekedar melaksanakan tugas (tidak
professional).

Akibat : Mereka tidak memahami tupoksinya.

Kupang, 13 Desember 2019
Hakim Pengawas Hakim Pengawas

Ali Amran, SH,, SHL, MH. " Dr. Hj. Hasfiawafy Abdullah SH., MH.
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EVALUASI HASIL PENGAWASAN BIDANG
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 9 s/d 10 DESEMBER 2019

Wakil Ketua, sebagai koordinator pengawasan telah mengevaluasi terhadap LHP
dan untuk kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Ttinggi Agama
untuk diambil langkah tindak lanjut serta sebagai bahan pembinaan, yang pada
pokoknya terkait dengan perencanaan kurang matang dan kurang dipatuhinya
perencanaan atau program dan SOP yang ditetapkan di samping budaya kerja yang
perlu terus ditingkatkan serta kompetensi petugas yang harus ditingkatkan.

Pengawasan bidang telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dan
dibuat laporan secara tertulis dengan baik :

Adapun hasil pengawasan tersebut dapat dilaporkan secara singkat:

1. BIDANG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
a. Pengadaan dan Pengelolaan Barang

Pengadaan barang ATK dan alat rumah tangga kantor untuk

pendistribusiannya sesuai permintaan dan kebutuhan dilakukan secara

mendadak, seharusnya Setiap pengadaan barang terencana sesuai

kebuatuhan riil, disebbkan belum dibuat program pengadaan barang dengan

tertib, sehingga tidak tertib dan tidak efisien dalam pengontrolan persediaan.
b. Tata persuratan;

1) Surat masuk dan surat keluar per bulan tidak diketahui berapa jumlahnya
karena tidak direkap petugas terkait, Seharusnya setiap bulan dapat
diketahui berapa jumlah surat masuk dan surat keluar, hal tersebut
disebabkan Petugas terkait tidak memahaminya, Akibatnya tidak dapat
diketahui dengan cepat jumlah surat masuk dan keluar setiap bulan.

2) Petugas persuratan mempunyai SK ganda, Rangkap jabatan disatu sisi
sebagai-Bendahara PNBP dan sebagai petugas persuratan, Seharusnya
petugas cukup satu SK agar focus atas tupoksi yang ada sehingga




dengan SK ganda dan rangkap jabatan tersebut tidak maksimal bekerja
. dalam 2 jabatan secara bersamaa, sehingga Terjadi rangkap jabatan
dengan SK ganda
c. Perawatan dan Pemeliharaan
1) Perawatan dan pemeliharaan kendaraan, AC dan laptop sudah terencana
dalam setahun, namun untuk pemeliharaan gedung, seperti pengecatan
kantor belum menyeluruh secara total, masih tambal sulam, Seharusnya
perawatan dan pemeliharaan gedung kantor terporgram dengan baik
dalam setahun sesuai budget yang ada, hal ini dikarenakan pejabat terkait
kurang fokus terhadap pemeliharaan gedung kantor, mengakibatkan
gedung hanya terawat nampak dari luar namun sebenarnya tidak teréwat;
2) Tempat sampah tidak teralas, tidak dilapisi dengan plastik sampah,
seharusnya tempat atau tong sampah dialas dengan plastik sampah untuk
memudahkan petugas kebersihan, ini dikarenakan petugas kebersihan
tldak mengetahui dan juga plastik sampah tidak tersedia, mengakibatkan
tempat sampah setiap saat kotqr dan berbau tidak sedap.

d. Sarana dan Prasarana
Banyak alat-alat kantor khusus meubel (furnitur) yang sudah tidak layak pakai
masih terpajang dalam ruangan, seperti: kursi, meja, lemari dan lain-lain,
seharusnya diprogramkan untuk penghapusan, Petugas terkait kurang peduli
dan tetap merasa nyaman dengan kondisi mobiler yang tidak layak pakai,
sehingga pemandangan tidak nyaman terpapar di ruang kantor.

e. Perpustakaan
Ditemukan buku perpustakaan yang belum dicatat dalam aplikasi (Katalog)
dan belum ditata dalam rak, seharusnya sesuai SOP semua buku-buku baik
yang lama dan yang baru harus tercatat dalam aplikasi dan ditata dalam rak,
hal ini disebabkan petugas fidak disiplin dalam pelaksanaan tugasnya
sehingga perpustkaan tidak tertata dengan tertib.

f. Keamanan .




Pakaian satpam belum tertib tidak memakai putih biru seperti seragam
satpam pada umumnya. Satpam belum ikut pelatihan tentang keamanan,
seharusnya Petugas satpam dengan securify berbeda tupoksi dan
Seharusnya bersertifikat disebabkan tidak memahami tupoksinya, sehingga
Satpam dan security sekedar melaksanakan tugas dan tidak professional.

2. SIPP PTANTT

a. SIPP Masih ada Perkara yang belum Masuk di SIPP Tingkat Banding PTA
NTT dari PA Kalabahi No. 56/Pdt.G/2017/PA.Klb, dan terdaftar di perkara
Banding PTA NTT No . 1/Pdt.G/2018/PTA.Kp TINGKAT BANDING, juga
perkara dari PA kalabahi No. 69/Pdt.G/ 2017/PA_. Kib, dan terdaftar di perkara
Banding PTA NTT No . 3/Pdt.G/2018/PTA.Kp hal ini sikarenakan Aplikasi
SIPP Banding Belum sempurna dalam menyampaikan data perkara
permohonan banding dari PA Pengaju, untuk itu perlu Menghubungi dan
menyampaikan kepada ADMIN SATGAS SIPP MA Rl berkaitan kendala yang
di temukan pada SIPP banding PTA NTT untuk ditindaklanjuti.

b. Masih ada Perkara yang tidak muncul data Nama Pemohon Banding pada
SIPP Tingkat Banding PTA NTT dengan Nomor perkara Tingkat Pertama No.
15/Pdt.G/2015/PA.Ed dan pada Register Banding NAo. 1/Pdt.G/2016/PTA;Kp,
juga perkara nomor Nomor perkara Tingkat Pertama No.
52/Pdt.G/2015/PA.Ed dan pada Register Banding No. 2/Pdt.G/2016/PTA Kp,
nomor . 57/Pdt.G/2015/PA.Ed dan pada Register Banding No.
3/Pdt.G/2016/PTA.Kp, No. 14/Pdt.G/2016/PA.Kp dan pada Register Banding
No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp, No. 8/Pdt.G/2018/PA.WGP dan pada Register
Banding No. 4/Pdt.G/2018/PTA.Kp, No. 58/Pdt.G/2018/PAKIb dan pada
Register Banding No. 6/Pdt.G/2018/PTA.Kp, No. 44/Pdt.G/2018/PA.Klb dan
pada  Register  Banding  No.  5/PdtG/2018/PTAKp,  No.
24/Pdt.G/2018/PAWGP dan pada Register Banding No.
1/Pdt.G/2019/PTA Kp

3. IDANG KEUANGAN DAN PELAPORAN

a. Pengerapan anggaran DIPA 01 per 30 November 2019 masih ada yang baru

50 % bahkan masih ada yang tersisa 100 % vyaitu : PDAM 85 %,
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pemeliharaan roda dua 53.11 % pemeliharaan Gorden 83.44 %,
pemeliharaan Genset 57.60 % dan Bahan bakar genset sisa 100 %, . hal ini
berakibat penyerapan kurang maksimal dan penilaian yang negative, oleh
karenanya perlu adanya percepatan penyerapan anggaran, mengingat sudah
masuk bulan ke-5 dari semester Il.
4. Bidang Kepeg dan IT

a. Ada 3 Pejabat Strukutral Eselon IV yang belum mengikuti Diklat
Penjenjangan, Diklat PIM IV, meskipun telah diusulkan dengan surat nomor:
W23-A/1074/PP.O4/VIIV2018 tanggal 27 Agustus 2018 yaitu: Kasubag
Kepégawaian dan IT, Kasubag Rencana Program dan Anggaran dan
Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kurangnya pengetahuan dan
ketrampilan pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dalam jabatannya
tersebut, tetap disusulkan setiap tahunnya

b. Apel pada hari senin pagi dan jumat sore, banyak pegawai, hakim dan tenaga
kerja Honorer yang tidak tanda tangan apel dan bahkan tidak mengikuti apel,
hal ini karena Kurangnya ketegasan pimpinan dan tidak diterapkannya sanksi
disiplin terhadap pelanggaran tersebut;

c. Banyak menu di website yang kosong dan tidak update seperti pada menu
transparansi, renstra 2019 belum diinput, IKU, Perjanjian Kinerja, tidak bisa
dibuka juga pada layanan publik banyak data yang kosong

5. BIDANG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2018 belum dievaluasi, Seharusnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 dievaluasi setiap 6 (enam) bulan
setiap tahunnya oleh Tim, hal ini disebabkan belum dipedomaninya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubiik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, sehingga Laporan Sistem Akuntabilitas

~Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 tidak terevaluasi sebagai
bahan penyusunan SAKIP tahun berikutnya..



Demikian evaluasi ini kami laporkan dan terima kasih.

Kupang, 7 Januari 2020

rs. Abdullah, S.H., WV




SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : W23-A/ s4  /PS.01/1/1SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TINGG! PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH

Menimbang

Mengingat

Ny

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara
lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan
Jurusita;

- Bahwa di samping itu bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama juga

diharuskan melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradiian o
Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya,

Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut
di atas. Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor - KMA/006/SK/VII/1994
tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama:

.- Bahwa tata cara Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan

tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan:

- Bahwa para Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam

daflar lampiran keputusan in dipandang mampu melaksanakan tugas-
tugas tersebut,

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/OOG/SKAII 1994

tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor . KMA/OSO/SKAII/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor - KMA/O98/SK/X/2006
tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung jawab Pengadilan Tingkat
Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan
tugas pengawasan;

. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengawasan

dan Pembinaan Atasan Langsung Mahkamah Agung dan Badan
Pengadilan Dibawahnya

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor

1207/DJIA/HK.00.7/SKNVI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang tugas-tugas
Hakim Tinggi di bidang Pembinaan dan Pengawasan:



Menetapkan
Kesatu

Kedua
Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan Yih. ;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur Nomor  W23-A/954/PS 01/V/SK/2019 tanggal 28 Mei 2019;

Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran | keputusan ini
sebagal Hakim Tingg Pembinaan dan Pengawas Daerah

Tugas dan tanggung jawab pada Lampiran | selanjutnya diatur pada Lampiran
i} Surat Keputusan ini,

Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan
hasil Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur;

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan,
bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembaii sebagaimana
mestinya, jika dikemudian han termnyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Oitetapkan di - Kupang

2 Januari 2020

g/[)rs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.9,
[ NIP 1957042219852031004

1 Sekretaris Mahkamah Agung RI.

2 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Koordinator Pengawasan PTA Nusa Tenggara Timur

4 Yang bersangkutan.



NO

NOMOR

LAMPIRAN |
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGG]I AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
CW23-A/ €4 /PS 01ISK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TINGG! PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH

NAMA/NIP

2

. Drs. H. Abdullah, S.H., M.H
' 196003161989031001

- Dr. Hj. Hasnawaty Abduliah, S H., M H
. 195807251989032002

Drs. H. Rd. Mahbub Tobr, M.H
196005191988031001

Drs. H Jeje Jaenudin, M Si
195905161985031003

% Drs. H Asep Saepudin M
F195711111985121001

| Drs. H.Iskandar, S H

196012311987031054

PANGKAT/ HATIBIN
GOLRUANG ~ JABATAN WASDA
3 4 5
Pembina Wakil Ketua  Koordinator
Utama, V/e '
Pembina Hakim Tinggl 1. PA Kupang
Utama 2 PA Ruteng
Madya, 1V/d 3. PA. Labuan Bajo
Pembina Hakim Tinggi 1 PA Soce
Utama, IV/e 2. PA Bajawa
3. PA Ende
Pembina Hakim Tinggi 1. PA Maumere
Utama, [V/e 2. PA Larantuka
3. PA Kefamenanu
Pembina Hakim Tinggi %1A PA Lewoleba
Utama, 1V/e 2. PA Kalabahi
3. PA Atambua
Pembina Hakim Tinggi 1. PA Waingapu
Utama 2 PA Waikabubak
Madya. IV/d
'Kupan/gﬁldanuari 2020
Ketud,
TN
A

Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.l}v
"NIP. 1957042219852031004

KET



LAMPIRAN 1]

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR W23-A/ G4 /PS 01/I/SK/2020

TENTANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM TINGGI PEMBINAAN DAN PENGAWAS DAERAH

A. TUGAS

1

8]

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah sesuai dengan jadwal ppengawasan
yang telah diientukan,

Monitoring keaktifan Pengadilan Agama terkait update data pada Apilkasi SIPP.

Monitoring terhadap Pengadilan Agama yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal
dukungan terhadap program prioritas Badilag;

Memberi masukan atau saran kepada Pimpinan Pengadilan Agama Se NTT jika
dibutuhkan,

B. TANGGUNG JAWARB

1.

=4

Menjaga agar pelaksanaan tugas Lembaga peradilan agama di wilayah Nusa Tenggara
Timur berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Mengendalikan agar administrasi peradilan agama di wilayah Nusa Tenggara Timur
dikelola secara tertib sebagaimana mestinya oleh aparat peradilan agama;

Memastikan terwujudnya pelayanan publik yang baik serta maksimal bagi para pencari
keadilan yang meiputi kualitas keputusan. waktu penyelesaian perkara, biaya perkara serta
pelayanan pengaduan,

Berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program-program prioritas Badan Peradilan
Agama di Pengadilan Agama Se NTT;

Berpartisipasi secara aktif dalam penerapan Zona Intergitas di lingkungan Pengadilan
Agama di seluruh wilayah NTT,

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan daerah kepada Ketua Pengadian Tinggi
Agama NTT:

Melakukan monitoring atas hasil pengawasan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui
perkembangan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Ketua,
bob,

gDrs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.(
NIP. 195704221985031004 '




PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
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UNDANGAN
Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif
- 02/07/2018 18/03/2019 18/03/2019
Nomor W23-A/§}(7.q JOT.1.3/111/2020 Kupang, 13 Maret 2020

Sifat  : Penting
Perihal : Undangan Sosialisasi/Informasi SPIP

Kepada Yth.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama NTT

Panitera Pengadilan Tinggi Agama NTT

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama NTT

Para Pejabat Fungsional Pengadilan Tinggi Agama NTT
Para Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama NTT
Seluruh Pegawai dan PTT Pengadilan Tinggi Agama NTT

O R W —

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sosialisasi/informasi tentang Sistem Pengadilan Internal

Pemerintah (SPIP), maka dengan ini kami mengundang saudara untuk menghadiri acara dimaksud yang

akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Jam : 08.30. Wita
Tempat : Mushola Pengadilan Tinggi Agama NTT

Agenda Rapat : Sosialisasi/Informasi tentang SP1

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
'Wassalam,

Dot Wakﬂ Ketua,

1,183
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NOTULEN RAPAT
Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tal. Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/04/02 02/07/2018 18/03/2019 18/03/2019
HarifTanggal/Jam Senin, 16 Maret 2020
Tempat Musholla PTANTT
Pemateri Hakim Tinggi Koordinator Area V ZI PTANTT
Peserta Rapat Seluruh Pegawai PTA NTT

Agenda Rapat

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas atas terlaksananaya
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh
seluruh pimpinan serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,
Dalam sosialisasinya Hakim Tinggi selaku Koordinator Area V (Penguatan Pengawasan)
menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengertian dari Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah yaitu "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan”

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan,
kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri meliputi beberapa unsur :
a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi;

e. pemantauan pengendalian intern

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah

dipraktikkan di lingkungan instansi pemerintahan , yang meliputi:

a. Lingkungan pengendalian, Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara
lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung
terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b.Penilaian risiko, Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit
organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian, Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan
dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini semua pegawai Pada pengadilan Tinggi Agama Nusa

Tenggara Timur berkomitmen untuk melaksanakan tupoksi masing-masing sesuai peraturan dan

petunjuk yang berlaku untuk mencapai tujuan lembaga .

Drs.H JEJE JAENUDIN, M.Si.




Foto : Sosialisasi/Informasi Sistem Pengendalian Intern Pmerintah (SPIP)
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Pada Pelaksanaan Apel Pagi

2020/1/24 16:48



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT

UNTUK PEGAWAI

1. Apakah pegawai memahami kebijakan mengenai standar kompetensi
Pegawai untuk setiap tugas dan fungsi ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Apakah APIP telah melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern
yang menjamin bahwa independensi dan obyektifitas selama
pelaksanaan tugas pengawasan tetap terjaga ?

sl R S e T L R e

6. Apakah pegawai terkait telah menindaklanjuti rekomendasi surat atensi
maupun LHA dari APIP ?

Jawab : ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Apakah penyusunan daftar risiko telah mempertibangkan perubahan
lingkungan strategis eksternal dan internal ?

Jawab:..... \/A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Apakah dalam proses identifikasi risiko sudah mempertimbangkan
faktor-faktor yang terjadi dimasa lalu, seperti kegagalan mencapai
tujuan sasaran dan pelanggaran aturan dan pengguna dana ?

Jawab : 7/& ............................................................................................................



9. Apakah dalam proses identifikasi risiko sudah mempertimbangkan risiko
yang melekat pada misi dan program instansi ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Apakah terdapat keterkaitan identifikasi risiko pada setiap kegiatan
dengan risiko pada tingkat unit organisasi/unit kerja ?

Wl o T B s e A R B SRS R
INSTANSI : PTA NTT

NAMA . EATIMA WADON, SE

JABATAN : KASUBAG TUR RT

TANDA TANGAN : //%W o



FOTO WAWANCARA PADA PEGAWAI
TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)




